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Abstract

       The problem in this study is how the authority and legal process against Narcotics acts by unscrupulous members of the TNI in Samarinda City as well as additional criminal dismissals from military service. Members of the TNI as perpetrators of narcotics crime other than subject to criminal imposition according to what is stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics may be subject to additional criminality in the form of dismissal from military service regulated in Article 6 letter b of KUHPM. The purpose of this paper is to explain the consideration of the Balikpapan I-07 Military Court judge in dropping an additional criminal dismissal from military service against members of the TNI as perpetrators of narcotics crimes and the possibility of imposing other types of criminal offenses against TNI members as narcotics offenders.

In this thesis library and field research is conducted to obtain Primary data through interviews and secondary theoretical. From the results of the study it is known that the orders of superiors, military interests, the services of TNI members of narcotics criminals while in the military and the involvement of TNI members in acts of narcotics in narcotics cases are considered by military court judges in imposing additional criminal penalties. Additional types of criminal acts applied to members of the TNI that were proven to be involved in narcotics crimes were only in the form of dismissal from military service and there was no possibility of dropping other additional types of criminal offenses, because the dismissal of military service was considered comparable to criminal acts. The Army has issued Telegram Letter Number STR / 771/2018 dated July 9, 2018 concerning the prohibition of drug abuse and circulation for members of the Indonesian Armed Forces.
Abstrak

       Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan proses hukum terhadap terhadap tindak Narkotika oleh oknum anggota TNI di Kota Samarinda serta pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana narkotika selain dikenakan penjatuhan pidana sesuai apa yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer diatur didalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan kemungkinan penjatuhan jenis pidana tambahan lain terhadap anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan guna memperoleh data Primer melalui wawancara serta sekunder yang bersifat teoritis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perintah atasan, kepentingan militer, jasa-jasa anggota TNI pelaku tindak pidana narkotika selama di militer dan keterlibatan anggota TNI pelaku tindak pidanan narkotika dalam kasus narkotika menjadi pertimbangan hakim pengadilan militer dalam menjatuhkan pidana tambahan. Jenis pidana tambahan yang diterapkan terhadap anggota TNI yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika hanya berupa pemecatan dari dinas militer dan tidak ada kemungkinan untuk menjatuhkan jenis pidana tambahan lain, karena pemecatan dari dinas militer dinilai sudah sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan, selain itu Kepala Staf Angkatan Darat telah mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/771/2018 tanggal 9 Juli 2018 mengenai larangan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba bagi anggota TNI AD.
PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Tentara Nasional  Indonesia (TNI) merupakan salah  satu  satuan  pertahanan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tugas dari TNI sendiri adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Prajurit TNI adalah warga negara yang dilatih secara khusus dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan dan keamanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya.

Suatu organisasi yang menyertakan Militer selama ini di pandang sebagai organisasi yang tertutup oleh sebagian masyarakat besar. Pandangan ini tidak menutup kemungkinan ditunjukan kepada peradilan militer yang selama ini dipandang oleh masyarakat  sebagai  peradilan  yang  tertutup sehingga memunculkan prasangka negatif bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil-adilnya.
Orang yang menaruh perhatian pada hukum militer dapat dikatakan hanya sedikit saja padahal hukum militer merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan dan dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi. Ada sebagian orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja hal ini tentu tidak salah tetapi tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub-sistem hukum dari negara tersebut karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yaitu bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan Negara dan Bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur. 

Dilihat dalam segi hukum anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan suatu peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih bersifat keras dan lebih berat bagi anggota militer hal itu dikarenakan karena ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi masyarakat umum seperti menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (insubordinasi) dan desersi.
 Prajurit  TNI  dalam  bertindak  selalu  berpegang  pada  Sapta  Marga  dan  Sumpah Prajurit. “Nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit perlu dihayati dan diresapi oleh prajurit TNI sehingga setiap prajurit TNI memiliki sendi-sendi disiplin yang kuat dan kukuh.
Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI yang dituangkan dalam bentuk peraturan disiplin yaitu tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum  Disiplin  Prajurit  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  merupakan pedoman perilaku yang senantiasa dipegang oleh anggota TNI dalam menjalankan tugasnya sehari-hari namun ada juga anggota TNI yang berperilaku menyimpang sehingga melanggar peraturan disiplin bahkan melanggar ketentuan pidana. Pelanggaran ketentuan hukum pidana yang dilakukan oleh setiap anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku yaitu diproses dan diajukan ke pengadilan militer yang diantaranya :

Perbuatan yang melanggar hukum tersebut membawa konsekuensi bagi anggota TNI untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam sidang pengadilan militer sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, adakalanya anggota TNI yang melakukan tindak pidana, tidak diperiksa dan diadili di pengadilan militer, melainkan cukup diperiksa dalam siding disiplin militer.
Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak – hak tertentu. Pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum yang mana kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara ilmiah tentang   “Tindak Pidana Narkotika oleh oknum Anggota TNI AD di wilayah Samarinda”.
Dari uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah  : Bagaimana kewenangan Pengadilan Militer yang bertempat di Balikpapan dalam menyidangkan perkara penyalahgunaan narkotika oleh Oknum Anggota TNI di Kota Samarinda ?
  Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan kewenangan Pengadilan Militer dalam menyidangkan perkara penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta putusan pemecatan dengan tidak hormat  sebanding dengan perbuatan terdakwa dikarenakan lebih berat disbanding hukuman 2 tahun 3 bulan.
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Dalam  KUHPM  tidak  mengatur  secara tegas  mengenai  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika namun hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara Narkotika berdasarkan  Pasal  2  KUHP  yang menyatakan  bahwa  ketentuan  pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah   Republik   Indonesia   melakukan   suatu   tindak   pidana   dengan   tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.

Adapun yang menjadi pokok dari perumusan dan pembatasan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Militer yang bertempat di Balikpapan dalam menyidangkan perkara penyalahgunaan narkotika oleh Oknum Anggota TNI di Kota Samarinda ?

2. Bagaimana proses hukum terhadap anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika ?
C.
Maksud dan Tujuan Penulisan
a. Maksud Penulisan yang hendak dicapai antara lain :

1.   Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum menyangkut kewenangan Pengadilan Militer yang bertempat di Balikpapan dalam menyidangkan Perkara Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota TNI di Kota Samarinda.

2.    Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum untuk  mengetahui proses hukum terhadap anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

b. Tujuan Penulisan yang penulis harapkan adalah :

1.  Untuk mengetahui  kewenangan Pengadilan  Militer  yang bertempat di Balikpapan dalam menyidangkan Perkara Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota TNI di Kota Samarinda.

2.  Untuk  mengetahui  proses hukum  terhadap anggota militer yang melakukan penyalahgunaan narkotika Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kewenangan Pengadilan Militer yang bertempat di Balikpapan dalam menyidangkan Perkara Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota TNI di Kota Samarinda
Kewenangan pengadilan militer dalam menyidangkan perkara tidak lepas dari prosedur penyelesaian perkara militer sendiri dengan tahapan yang sama dengan perkara umum, tahapan tersebut meliputi Tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan dan yang  terakhir adalah tahap eksekusi. Namun dilingkup peradilan militer dalam setiap tahap tersebut memiliki ciri khas yang menandakan kekhasan dari peradilan militer itu sendiri. Misalnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh Polisi Militer/Detasemen Polisi militer akan tetapi penyidikan dapat juga dilakukan oleh Oditur.
Oknum TNI AD yang bernama Rizal Silalahi dengan pangkat Sersan Satu dari kesatuan Korem 091/ASN yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine yang dilanjutkan tim UPTD Laboratorium rumah Sakit Tentara TK lV Samarinda terhadap  anggota  jajaran  Korem 091/ASN terbukti  telah mengkonsumsi Metamfetamine  yang  terdaftar  sebagai  golongan  I  bagi diri sendiri Undang-Undang  RI   Nomor  5   tahun   1997   Tentang Psikotropika. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam “Pasal 127 ayat (1)  huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dinyatakan bahwa unsur – unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi majelis hakim dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Mayor kemudian menjatuhi hukuman pidana kepada terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 2 (tahun) tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer berdasarkan Undang-undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 62 ayat (1) prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI dan telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

B. Proses Hukum terhadap anggota militer yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika 
Terdakwa pada hari Senin 19 September 2015 pukul 09.00 Wita telah dilaksanakan pemeriksaan Urine oleh Staf Intel Korem selaku pengamanan tubuh di jajaran Korem 091/ASN yang didampingi Denpom Vl/1 Samarinda yang pada saat itu dilakukan pemeriksaan berjumlah 150 personil baik dari anggota TNI maupun PNS TNI di lingkungan Korem 091/ASN dan ditemukan hasil awal Sertu Rizal positif pengguna narkotika yang ditindak lanjuti ke Laboratorium kesehatan dengan hasil positf pengguna Narkotika kemudian dilakukan penahanan oleh pihak Denpom Vl/1 Samarinda untuk penyelidikan lebih lanjut terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Sertu Rizal Silalahi yang dilanjutkan kepada Ouditur dan Pengadilan Militer Balikpapan.

Pada sidang yang digelar di  Pengadilan Militer I-07 Balikpapan No: PUT/17-K/PM I-07/AD/10/2015 menyatakaan tuntutan Oditur militer yaitu menjerat terdakwa telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI No 35 tahun 2009 yang intinya setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 yang intinya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. 

Perkara tersebut telah diputuskan Majelis Hakim Perngadilan Militer l-07 Balikpapan Nomor 67-K/PM.1-7/AD/Xll/2015 dengan pidana pokok penjara selama 2 tahun 3 bulan, denda Sebesar Rp. 15.000.00,- (Lima belas ribu rupiah) serta pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas militer. Adapun penempatan penahanan Terdakwa Sertu Rizal Silalahi sampai putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer l-07 di Balikpapan, dengan proses sebagai berikut :

1.   Detasemen Polisi Militer Vl/1 Samarinda selama 2 minggu setelah dinyatakan pengguna Narkotika kemudian limpahkan ke Pom Dam Vl/Mulawarman.

2.  Pom Dam Vl/Mulawarman selama 3 Bulan sampai dengan sidang Putusan oleh Majelis Hakim adalah hukuman pemecatan.

Proses lebih lanjut setelah Putusan dijatuhkan hukuman tambahan pemecatan, kemudian Sertu Rizal dinyatakan berstatus Sipil dan dilanjutkan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Umum Balikpapan Provinsi Kaltim.

Hasil kesimpulan penulis berdasarkan data pada saat pelaksanaan test urine anggota TNI AD di Korem 091/ASN berjumlah 230 personil, tetapi yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika terdapat 1 (satu) orang oknum bernama Sertu Rizal Silalahi maka hasil kesimpulan bahwa anggota TNI AD Korem 091/ASN telah patuh, taat dan disiplin.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1 Bahwa hasil wawancara terhadap Mayor CHK Andi Asfar Perwira Hukum Korem 091/ASN, Kapten CPM Dodi Perwira Seksi Penyidik Denpom Vl/1 Samarinda dan Mayor CHK Surya Darma Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan kewenangan Pengadilan Militer dalam menyidangkan perkara penyalahgunaan narkotika telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta putusan pemecatan dengan tidak hormat  sebanding dengan perbuatan terdakwa dikarenakan lebih berat disbanding hukuman 2 tahun 3 bulan. Pada prinsip Pembinaan Satuan sudah dilaksanakan sebagai ketentuan yang ada sesuai protap dan standar operasional pelaksanaan di lingkungan Korem 091/ASN, namun masih terdapatnya oknum anggota yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.
2 Terhadap proses-proses penyelesaian yang terdapat dalam penegakan hukum  bagi  anggota  militer  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika  secara umum sama halnya dengan proses-proses penyelesaian dalam perkara tindak pidana lainnya hanya saja yang   membedakan dari segi prioritas dalam penanganan tindak pidana narkotika lebih diutamakan dari pada tindak pidana lainnya. Pada tahapannya sendiri dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan pengadilan dan yang terakhir tahap putusan dan eksekusi namun peradilan militer adalah merupakan Peradilan Khusus yang tentunya ada ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

B. Saran – Saran

1. Dalam Kewenangan peradilan Militer harus adanya standar waktu penahanan sesuai undang-undang Peradilan Militer sehingga pada saat menangani perkara penyalahgunaan Narkotika oleh oknum anggota TNI sesuai aturan yang berlaku, yang saat ini dalam proses perkara penyalahgunaan Narkotika oleh anggota hanya di utamakan percepatan proses penanganan hingga putusan oleh Majesi Hakim sehingga pada saat telah putusan tidak memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa ketika terdakwa kembali ke masyarakat.
2. Diharapkan untuk satuan Korem 091/ASN terus memberikan pembekalan serta sosialisasi terkait proses hukum terhadap anggota militer terhadap penyalahgunaan narkotika kepada jajarannya dan melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika secara bertingkat, bertahap dan berkelanjutan tentang bahaya penggunaan narkotika serta dampak baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sosial, hal ini bertujuan mencegah terulang kembali pelanggaran yang telah dilakukan Serka Rizal Silalahi di satuan Korem 091/ASN yang telah merusak citra TNI AD khususnya satuan tempat berdinas.
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